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	NOMOR SOP
	:
	065/0004/Org

	
	TGL. PEMBUATAN
	:
	30 Januari 2023

	
	TGL. REVISI
	:
	30 Januari 2023

	
	TGL. EFEKTIF
	:
	

	PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Jl. Gatot Subroto No. 2 Kediri, Tabanan (0361) 811171 
	DISAHKAN OLEH
	:
	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,
I Nyoman Srinadha Giri, SE
NIP. 19740624 200604 1 1 010

	
	NAMA SOP
	:
	KEGIATAN PENILAIAN KERUSAKAN / KERUGIAN / VERIFIKASI BANTUAN PASCABENCANA

	DASAR HUKUM :
	MAKSUD :

	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
7. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
8. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

	1. Menyusun rencana dan program kerja sub unit 

2. Melakukan pendataan atau verifikasi administrasi dan lapangan terkait permohonan bantuan sosial masyarakat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana/musibah
3. Meningkatkan pelayanan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 

4. Memantapkan pola koordinasi dengan Perbekel dan OPD Teknis.

	TUJUAN :
	KLASIFIKASI SASARAN :

	1. Pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana yang tertangani dengan baik, melalui mendorong berfungsinya kembali sarana dan prasarana perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat pada keadaan semula.
2. Terwujudnya laporan bantuan sosial tidak terencana untuk perbaikan sapras perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. 
	Memvalidasi dan memverifikasi secara administrasi terhadap permohonan bantuan sosial masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana/musibah untuk sarana prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum.

	PROSEDUR DAN MEKANISME :
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

	Melaksanakan verifikasi administrasi permohonan masyarakat, melaksanakan penilaian kerusakan/ kerugian /verifikasi lapangan, melaporakan hasil penilaian kerusakan/ kerugian/verifikasi, mengajukan kajian berdasarkan analisa kebutuhan untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada Bupati sebagai usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual


IDENTIFIKASI SOP SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI KAJIAN DAN VERIFIKASI BPBD PROVINSI BALI

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

	Dasar Hukum
	:
	Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

	Instansi
	:
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

	Unit Kerja Eselon I
	:
	Sekretariat Daerah Provinsi Bali

	Unit Kerja Eselon II
	:
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

	Unit Kerja Eselon III
	:
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Bali

	Unit Jabatan Fungsional
	:
	Sub Koordinator Unit Substansi Kajian dan Verifikasi 


	No
	Tugas
	Fungsi
	Sub-Fungsi
	Output
	Outcome
	Judul SOP

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A.
	Menyusun rencana kerja Sub Unit Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. 
	Melaksanakan rencana kerja Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Menyusun rencana kerja Sub Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

	Rencana kerja Sub Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 


	Jumlah Kegiatan Sub Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Kegiatan Penilaian Kerusakan/Kerugian/ Verifikasi Bantuan Pascabencana




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

	A. DATA KEGIATAN



	1.
	Judul SOP
	:
	Kegiatan Penilaian Kerusakan/Kerugian/ Verifikasi Bantuan Pascabencana.

	2.
	Jenis Kegiatan
	:
	Rutin

	3.
	Penanggung Jawab
	:
	Kepala Pelaksana 

	
	a. Penanggung Jawab    Produk
	:
	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

	
	b. Penanggung Jawab Kegiatan
	:
	Sub Koordinator Unit Substansi Kajian dan Verifikasi

	
	Scope/Ruang Lingkup
	:
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali


	B. IDENTIFIKASI KEGIATAN



	Judul Kegiatan
	:
	Penilaian Kerusakan/Kerugian/ Verifikasi Bantuan Pascabencana

	Langkah Awal
	:
	Memvalidasi dan memverifikasi secara administrasi terhadap permohonan bantuan sosial masyarakat.

	Langkah Utama
	:
	Melaksanakan penilaian kerusakan/ kerugian/ verifikasi bantuan pascabencana dengan TIM ke lapangan

	Langkah Akhir
	:
	Melaporkan hasil penilaian kerusakan/ kerugian/ verifikasi bantuan pascabencana.


	C. IDENTIFIKASI LANGKAH



	Langkah Awal
	:
	Proposal  masuk yang sudah di disposisi Kalak BPBD diterima oleh staf, selanjutnya dilaksanakan verifikasi administrasi untuk mengecek kelengkapan permohonan



	Langkah Utama
	:


	1. Terhadap permohonan bantuan sosial terlebih dahulu harus dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi lapangan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Bali 

2. Tim penilaian kerusakan dan kerugian setelah turun ke lapangan, selanjutnya menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi lapangan serta merekomendasikan penerima bantuan sosial dan besaran bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi. 

3. Mengajukan Nota Dinas besaran bantuan sosial ke Gubernur untuk mohon persetujuan.

4. Setelah mendapat persetujuan dari Bapak Gubernur Tim kemudian menyelesaikan administrasi ke calon penerima bantuan ke Kab/Kota.


	Langkah Akhir
	:
	Menyampaikan Laporan Realisasi Bantuan Sosial tidak terencana untuk korban bencana di Kab/Kota




